BAB 5
PENUTUP

Dari pembahasan pada bab 1 sampai dengan bab 4, penulis akan
menyimpulkan keseluruhannya di bawah ini. Simpulan tersebut bertujuan untuk
menjawab ketiga rumusan masalah yang ada di bab 1. Pada bab ini juga terdapat

saran, yang penulis tujukan bagi pembaca, pemerintah serta pihak-pihak terkait.

5.1. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah berupa ‘tindak pidana korupsi apakah

yang terkait dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dengan ketua
organisasi olahraga?’ yaitu bahwa dari ketujuh bentuk korupsi yang dikemukakan
oleh KPK, semuanya berkaitan dan bersinggungan dengan potensi tindak pidana
korupsi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dengan ketua organisasi
olahraga. Hal yang paling bersinggungan serta berkaitan diantara ketujuh bentuk
tindak pidana korupsi tersebut, menurut penulis adalah tindak pidana korupsi
berbentuk suap dan gratifikasi.
Setelah penulis melakukan analisis terkait dengan tindak pidana korupsi yang
terakit dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dengan ketua
organisasi olahraga, tidak semua tindak pidana yang telah penulis analisis
berkaitan dengan potensi korupsi tersebut. Karena pada dasarnya tidak semua
tindak pidana korupsi yang ada dalam peraturan relevan untuk menjerat potensi
korupsi tersebut.

Pada dasarnya contoh kasus yang penulis berikan yaitu seorang Menteri
yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga melakukan tindakan
korupsi berupa memperkaya organisasi olahraga tersebut dari pihak-pihak lain
yaitu pihak swasta atau pihak yang memiliki kepentingan, serta dana tersebut
bersifat kolutif. Memperkaya organisasi olahraga tersebut pun dapat dilakukan
dengan cara lain yaitu seperti dilakukan dengan cara melawan hukum, atau
dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri

itu sendiri.
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Penulis berpendapat bahwa pasal suap dan gratifikasi tidak berkaitan

dengan korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan dengan
ketua organisasi olahraga tersebut. Hal ini dikarenakan unsur dari tindak pidana
korupsi suap dan gratifikasi adalah ‘memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu’
dan ‘kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara’.
Dalam contoh kasus yang penulis contohkan, dana yang bersifat kolutif tersebut
ditujukan bagi organisasi olahraga, bukan kepada ‘pegawai negeri atau
penyelenggara negara’ yang dalam hal ini adalah Menteri yang juga menjabat
sebagai ketua dari organisasi olahraga yang bersangkutan. Oleh karena itu, pasal
suap dan gratifikasi yang ada di dalam pasal 5, 6, 11, dan 12 UU Tipikor tidak
dapat menjerat potensi korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap
jabatan sebagai ketua organisasi olahraga tersebut. Karena tidak akan
terpenuhinya unsur berupa ‘memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu’ dan
‘kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara’ tersebut.

Apabila membahas mengenai trading in influence, ketentuan tersebut
sangatlah relevan menurut penulis. Hal ini dikarenakan trading in influence
sangatlah berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap
jabatan dengan ketua organisasi olahraga. Konsep dari trading in influence itu
sendiri dapat menjerat baik itu penyelenggara negara atau bukan penyelenggara
negara atau pihak swasta. Hal yang paling relevan tersebut adalah bahwa Menteri
yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga dapat menjual
pengaruhnya terhadap pihak-pihak lain, dari pengaruh yang Menteri tersebut jual,
dapat membuat pihak-pihak lain tersebut memberikan dana kepada organisasi
olahraga yang Menteri tersebut juga jabat sebagai ketua.

Pihak-pihak lain yang memberikan dana kepada organisasi olahraga bersangkutan
bukan tanpa tujuan, dari konsep trading in influence secara umum, dapat dinilai,
bahwa dana yang diberikan tersebut memiliki tujuan untuk mempengaruhi
Menteri dalam kaitannya dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya,
baik itu berupa kebijakan, pelancaran izin atau hal lain yang serupa yang
menguntungkan pihak-pihak lain tersebut. Trading in influence ini sendiri

bukanlah hukum positif di Indonesia, melainkan hanya sebatas ketentuan
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internasional yang ada di dalam UNCAC. Hal tersebut lah yang menyebabkan
korupsi dari seorang Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi
olahraga tidak dapat dijerat menggunakan ketentuan trading in influence itu
sendiri.

Tindak pidana korupsi yang terkait atau relevan dan dapat menjerat
korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua
organisasi olahraga, merupakan ketentuan yang ada di dalam pasal 2 dan pasal 3
UU Tipikor.

Untuk pasal 2 UU Tipikor, terdapat unsur berupa ‘secara melawan hukum’

dan ‘memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi’. Dari unsur tersebut, korupsi
yang dilakukan oleh Menteri berupa memperkaya suatu korporasi dalam hal ini
organisasi olahraga dapat memenuhi unsur yang ada di dalam pasal 2 vyaitu
dilakukan secara melawan hukum.
Secara melawan hukum tersebut dapat diinterpretasikan dengan kaitan apa yang
dimiliki oleh Menteri tersebut sehingga memperkaya suatu organisasi olahraga.
Unsur ‘secara melawan hukum’ itu sendiri, merupakan suatu ‘sarana’ yang
dipergunakan oleh Menteri tersebut untuk memperkaya suatu organisasi yaitu
organisasi olahraga yang ia ketuai. ‘Sarana’ yang dimaksud dalam hal ini adalah
dalam memperkaya organisasi olahraga yang berssangkutan, Menteri tersebut
melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur pasal 3 UU Tipikor dapat dikatakan berkaitan dan dapat menjerat
korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua
organisasi olahraga, hal tersebut dikarenakan terdapat unsur dalam pasal 3 UU
Tipikor ini berupa ‘menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi’ dan ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan’.

Dalam hal ini korupsi yang dilakukan oleh Menteri tersebut dapat dinilai dengan
pemenuhan terhadap unsur berupa ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ tersebut.
‘Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan’ tersebut dapat dinilai juga sebagai suatu ‘sarana’, sama
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halnya dengan ‘secara melawan hukum’ yang ada di dalam pasal 2 UU Tipikor.
Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat Menteri tersebut
gunakan untuk memperkaya organisasi olahraga yang Menteri tersebut juga
ketuai.

Dalam hal ini contohnya adalah seorang Menteri menggunakan kewenangannya
sebagai Menteri, untuk membuat kebijakan untuk memperbesar dana bagi
organisasi olahraga yang ia ketuai, atau Menteri tersebut pun dapat juga
menggunakan kesempatan yang ada pada jabatannya untuk digunakan dengan
tujuan memperkaya organisasi olahraga yang bersangkutan. hal ini sangatlah
bertentangan dan juga memenuhi unsur ‘penyalahgunaan kewenangan’ yang ada
di dalam pasal 3 UU Tipikor.

Dari ‘penyalahgunaan kewenangan’ itu juga digunakan sebagai ‘sarana’ yang
tujuan utamanya adalah untuk memperkaya organisasi olahraga yang
bersangkutan.

Jadi, pasal yang berkaitan, relevan, dan dapat menjerat korupsi yang
dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan dengan ketua organisasi olahraga
adalah pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu ‘apakah kewajiban pejabat
publik yang merangkap jabatan dalam 1 jabatan lainnya dapat digunakan sebagai
alasan pemaaf?’.

Apabila ditinjau menggunakan ketentuan yang ada di dalam buku ke-1 bab I, V,
VII, dan VIII KUHP tentang alasan penghapus penuntutan, rangkap jabatan tidak
termasuk ke dalam ketentuan yang dapat menghapus penuntutan. Apabila ditinjau
menggunakan ketentuan yang ada di dalam buku ke-1 bab Ill tentang alasan
penghapus pidana, rangkap jabatan juga tidak termasuk ke dalam alasan yang
dapat menghapus pidana itu sendiri.

Oleh karena itu rangkap jabatan bukanlah hal yang dapat digunakan sebagai
alasan pemaaf atau alasan penghapus penuntutan atau alasan penghapus pidana
atas korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua

organisasi olahraga ini.
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Ketentuan mengenai hapusnya pidana tidak saja diatur di dalam peraturan
perundang-undangan khususnya KUHP, tetapi, ketentuan tersebut ada juga yang
diatur di luar KUHP. Ketentuan tersebut berupa hukum tidak tertulis yaitu asas
sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu sendiri terbagi menjadi 4

pengertian, yaitu:

=

Sifat melawan hukum umum;

2. Sifat melawan hukum khusus;

3. Sifat melawan hukum formal; dan
4. Sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum dalam arti materiil terbagi lagi menjadi 2, yaitu sifat
melawan hukum materiil dalam arti positif, dan sifat melawan hukum dalam arti
negatif.

Penulis menekankan pada sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif. Sifat
melawan hukum materiil dalam artian negatif ini memiliki arti bahwa meskipun
perbuatan telah memenuhi unsur delik, akan tetapi perbuatan tersebut tidak
bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak
dapat dipidana.

Dalam hal contoh kasus yaitu korupsi yang dilakukan oleh Menteri yang
merangkap jabatan dengan ketua organisasi olahraga berupa memperkaya
organisasi olahraga bersangkutan, Menteri tersebut dapat dihilangkan pidananya
dengan dasar sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif ini.

Hal tersebut sangatlah bergantung dengan pandangan dari masyarakat, apakah
korupsi yang dilakukan Menteri tersebut berupa memperkaya organisasi olahraga
bersangkutan memiliki pandangan yang baik di masyarakat? Seperti yang telah
penulis jelasakan pada bab sebelumnya, bahwa bisa saja, memperkaya organisasi
olahraga yang dilakukan oleh Menteri tersebut memiliki tujuan berupa membantu
organisasi olahraga itu sendiri, baik dalam hal perbaikan sarana dan prasarana.

Tujuan utama dari memperkaya organisasi olahraga tersebut adalah untuk
membantu organisasi olahraga tersebut meningkatkan prestasi cabang olahraga
bersangkutan. Dari dana yang telah diberikan kepada organisasi olahraga tersebut,

tidak sepeserpun dinikmati oleh Menteri itu sendiri. Apabila memang tujuan dari
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Menteri tersebut seperti demikian, dan Menteri tersebut tidak menikmati dana
yang diperoleh untuk organisasi olahraga yang bersangkutan, maka pandangan
publik pun dapat menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Menteri
tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, karena korupsi
yang dilakukan Menteri tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan prestasi
dari organisasi olahraga bersangkutan yang dapat dianggap bukan merupakan
tindakan yang tercela.

Selain itu, dapat dijadikannya hal di atas sebagai alasan pembenar perlu juga
memenuhi Kkriteria atau faktor seperti yang ada di dalam dasar putusan MA No.
42/K/KR/1965 yaitu:

1. Negara tidak dirugikan;
2. Kepentingan umum dilayani; dan
3. Terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Jadi, kewajiban dari 1 jabatan lain yang Menteri tersebut rangkap, bukan
merupakan alasan pemaaf apabila ditinjau menggunakan ketentuan yang ada di
dalam KUHP. Apabila ditinjau menggunakan asas sifat melawan hukum materiil
dalam arti negatif, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembenar
dengan memenuhi kriteria di atas. Alasan pembenar ini memiliki pengertian yaitu
alasan yang meniadakan sifat melawan hukum.

Dapat dijadikan alasan pembenar ini memiliki arti meskipun tindakan korupsi
Menteri berupa memperkaya organisasi olahraga yang ia jabat memiliki tujuan
untuk membantu meningkatkan prestasi cabang olahraga yang bersangkutan telah
melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan
khususnya UU Tipikor, tetapi, tindakan tersebut dianggap oleh publik bukan
sebagai tindakan yang tercela atau bukan sebagai tindakan yang bertentangan
dengan keadilan yang hidup di masyarakat.

Dapat dijadikannya alasan pembenar ini, sangatlah bergantung dari pandangan
publik yang menilai korupsi yang dilakukan oleh Menteri tersebut yang memiliki
tujuan untuk membantu organisasi olahraga bersangkutan apakah bukan
merupakan hal tercela dan tidak bertentangan dengan keadilan yang ada di
masyarakat atau bukan.
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Untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu ‘sudah cukupkah
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai rangkap
jabatan?’. Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, simpulan atau jawaban
dari rumusan masalah tersebut adalah belum cukup. Meskipun sudah terdapat
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pasal 23,
yang berbunyi:**

“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta; atau

c. pimpinan organisasi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”

Tetapi praktek rangkap jabatan khususnya dalam ruang lingkup Menteri dan
Ketua Organisasi Olahraga masih eksis. Dapat disimpulkan dari isi pasal di atas,
bahwa pelanggaran telah terjadi apabila menteri menjabat juga sebagai ketua dari
organisasi olahraga. Organisasi olahraga pastinya mendapatkan dana dari APBN
untuk tingkat nasional serta mendapatkan dana dari APBD untuk tingkat regional.

Peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara eksplisit untuk
melarang praktek rangkap jabatan terjadi, namun, menurut penulis, permasalahan
bukan saja ada pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi masalah juga
muncul pada penerapan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dapat
dilihat dari masih eksisnya praktek rangkap jabatan, meskipun telah jelas praktek
rangkap jabatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang
ada. Selain melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, praktek rangkap
jabatan pun sangat bertentangan dengan norma hukum yang bersifat tidak tertulis
yaitu asas, etika dan profesionalisme.

Dalam hal ini pandangan publik juga menjadi acuan yang dapat diutamakan
dalam terjadinya praktek rangkap jabatan. Sifat melawan hukum materiil dalam
arti negatif disini juga dapat dijadikan acuan. Arti dari sifat melawan hukum
materiil dalam arti negatif disini adalah meskipun perbuatan telah memenuhi
unsur delik, akan tetapi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan rasa

keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

an Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara Pasal 23
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Pandangan publik disini dapat menilai bahwa rangkap jabatan yang dilakukan
memang telah melanggar ketentuan yang ada di dalam pasal 23 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Pada prakteknya publik pun
dapat menilai bahwa rangkap jabatan disini memiliki dampak positif, yaitu
rangkap jabatan yang dilakukan dapat mempermudah segala hal yang sangat
berkaitan dengan urusan dari organisasi olahraga tersebut karena dirangkap oleh
pejabat sekelas Menteri.

Menurut penulis, berdasarkan hal di atas, perlunya diatur secara lebih
tegas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rangkap jabatan.
Perlu ditekankan disini menurut penulis adalah perihal penerapan dari peraturan
perundang-undangan tersebut. Hal tersebut juga berkaitan dengan pemilihan dari
ketua organisasi olahraga bersangkutan, agar tidak muncul nama-nama yang

menjabat sebagai Menteri atau jabatan lainnya.

5.2. Saran

Dalam sub bab ini, penulis menyarankan untuk pembuat kebijakan, agar
mengetahui serta memahami atas potensi-potensi korupsi yang dapat terjadi dari
praktek rangkap jabatan khususnya di dalam ruang lingkup menteri dengan ketua
organisasi olahraga. Penulis menyarankan bahwa pandangan terhadap rangkap
jabatan yang dilakukan oleh Menteri dengan ketua organisasi olahraga tidak
dilihat dari satu sisi saja. Melainkan, perlunya meninjau lebih dalam lagi dari
dampak yang dihasilkan dari terjadinya praktek tersebut, apakah lebih banyak
membawa dampak positif atau lebih banyak membawa dampak negatif. Pada
dasarnya memang rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dengan ketua
organisasi olahraga tersebut melanggar ketentuan yang ada di dalam pasal 23
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Saran dari penulis juga ditunjukan kepada para pejabat yang masih
merangkap jabatan di lingkungan menteri dan ketua organisasi olahraga, agar
mencopot salah satu jabatan tersebut baik itu jabatan sebagai menteri atau jabatan
sebagai ketua organisasi olahraga. Hal tersebut dikarenakan meskipun masih ada

dampak positif yang dihasilkan dari praktek rangkap jabatan tersebut, namun,
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pada dasarnya praktek rangkap jabatan bukanlah suatu hal yang dapat dibenarkan
keberadaannya.

Penulis menilai dampak positif dari rangkap jabatan tidaklah sebanding dengan
dampak negatif yang dapat terjadi, khususnya potensi-potensi dari tindak pidana
korupsi serta konflik kepentingan yang dapat terjadi. Penulis mengharapkan ketua
dari organisasi olahraga yang bersangkutan adalah memang orang yang kapabel
untuk cabang olahraga yang bersangkutan, mulai dari permasalahan yang ada
hingga ke ranah teknis olahraga yang bersangkutan.

Hal di atas bukan berarti bahwa menteri yang merangkap jabatan dengan ketua
organisasi olahraga yang sekarang masih menjabat tidak kapabel untuk menjadi
ketua organisasi olahraga yang bersangkutan, namun, lebih etis lagi bahwa ketua
organisasi olahraga yang bersangkutan diisi oleh orang-orang yang memang
sudah berkecimpung lama dalam ranah cabang olahraga yang bersangkutan.
Bukan tidak mungkin pula, apabila jabatan ketua organisasi olahraga diisi oleh
orang yang telah berkecimpung lama dalam cabang olahraga yang bersangkutan
tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun, dari dihilangkan atau
dilepaskannya rangkap jabatan, sudah merupakan usaha atau itikad baik untuk
menjunjung tinggi hukum baik itu peraturan perundang-undangan serta norma-
norma yang berbentuk asas, etika dan profesionalisme. Itikad baik lainnya juga
berupa ketua organisasi olahraga tersebut pastinya dapat fokus untuk organisasi
olahraga bersangkutan serta demi peningkatan prestasi cabang olahraga
bersangkutan yang tujuan akhirnya adalah dapat mengharumkan nama negara
Indonesia.

Saran dari penulis juga ditunjukan untuk Dewan Perwakilan Rakyat agar
segera mensahkan RUU Tipikor yang didalamnya memuat mengenai ketentuan
yang ada di dalam UNCAC khususnya mengenai trading in influence. Karena
dengan disahkannya RUU Tipikor tersebut, maka, dalam menjerat potensi korupsi
yang dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan dengan ketua organisasi
olahraga ini dapat menggunakan ketentuan tersebut. Serta perlunya membuat

peraturan perundang-undangan mengenai rangkap jabatan.
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